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Abstrak

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki posisi strategis sebagai koridor utama angkutan barang antar pulau, tetapi ketersediaan
terminal angkutan barang yang representatif masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan kendaraan barang sering melakukan aktivitas bongkar
muat di bahu jalan, yang berdampak pada meningkatnya tingkat kemacetan serta menurunnya keselamatan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan
untuk menentukan lokasi optimal terminal angkutan barang di NTB dengan menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan
Quantum Geographic Information System (QGIS). Kriteria penentuan lokasi meliputi kinerja jaringan jalan (rasio V/C), aksesibilitas spasial
berdasarkan analisis isokron, serta aspek ekonomi lahan. Analisis dilakukan terhadap tiga alternatif lokasi, yaitu Kabupaten Lombok Barat,
Kota Mataram, dan Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat merupakan lokasi optimal dengan
nilai prioritas 40%, diikuti Kota Mataram (34%) dan Sumbawa (26%). Aksesibilitas ditetapkan sebagai kriteria paling dominan (bobot 53%).
Pengembangan terminal pada lokasi terpilih diperkirakan mampu mengurangi kemacetan hingga 25-30% dan meningkatkan keselamatan
lalu lintas sebesar 35% di kawasan Pelabuhan Lembar.

Kata kunci: Alternatif lokasi, analisis hierarki proses, kriteria lokasi, sistem informasi geografis kuantum, terminal angkutan barang.

Abstract

Analysis of the Potential for Freight Terminal Development in West Nusa Tenggara Province: West Nusa Tenggara (NTB) Province holds
a strategic position as a major inter-island freight transportation corridor but the availability of adequate freight terminal facilities remains
limited. This condition causes freight vehicles to conduct loading and unloading activities on road shoulders for loading and unloading
activities, resulting in increased traffic congestion and decreased traffic safety levels. This study aims to determine the optimal location for
freight terminals in NTB by applying the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Quantum Geographic Information System (QGIS)
methods. Location criteria include road network performance (V/C ratio), spatial accessibility based on isochrone analysis, and land
economic factors. Three alternative locations were evaluated, West Lombok Regency, Mataram City, and Sumbawa Regency. Results
indicate that West Lombok Regency is the optimal location with a priority value of 40%, followed by Mataram City (34%) and Sumbawa
(26%). Accessibility was identified as the dominant criterion (weight 53%). Freight terminal development at the selected location is expected
to reduce congestion by 25-30% and improve traffic safety by 35% in the Lembar Port area.

Keywords: Alternative locations, analytical hierarchy process, criteria locations, freight terminal, quantum geographic information.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk sekitar 5,7 juta jiwa
mendorong peningkatan aktivitas distribusi barang antar wilayah. Posisi geografis NTB sebagai koridor
strategis menghubungkan Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan penyeberangan
Lembar, Kayangan, dan Sape menjadikan wilayah ini sebagai simpul penting pergerakan logistik
nasional. Volume perjalanan kendaraan angkutan barang di Pulau Lombok tercatat sebanyak 174
perjalanan per hari untuk pola eksternal-internal dan internal-eksternal, sementara Pulau Sumbawa
mencapai 240 perjalanan per hari untuk pola yang sama, dengan tambahan 107 perjalanan untuk pola
eksternal-eksternal pada kedua pulau tersebut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lonjakan
signifikan sebesar 87,6% pada volume barang yang dimuat pada Januari 2025 dibandingkan Desember
2024, dengan total bongkar muat mencapai 4.266.114 ton sepanjang tahun 2024 [1][2]. Intensitas
pergerakan barang yang tinggi ini memerlukan dukungan infrastruktur transportasi memadai untuk
menjaga kelancaran distribusi dan keselamatan lalu lintas [3].

Ketiadaan terminal angkutan barang di NTB menimbulkan permasalahan serius berupa kemacetan
dan penurunan tingkat keselamatan jalan. Kendaraan barang terpaksa berhenti dan parkir di bahu jalan
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sekitar Pelabuhan Lembar dan Pototano untuk melakukan aktivitas bongkar muat, beristirahat, atau
menunggu antrian kapal penyeberangan.

Kondisi kemacetan akibat antrean truk angkutan barang di sepanjang jalur menuju Pelabuhan
Lembar, masih sering terjadi terutama saat jam-jam puncak atau musim libur. Hal ini tidak hanya
menghambat kelancaran lalu lintas, tetapi juga menurunkan tingkat keselamatan bagi pengguna jalan
lainnya. Terminal barang diperlukan sebagai fasilitas terpadu untuk aktivitas bongkar muat, perpindahan
antarmoda, konsolidasi logistik, serta lokasi pemeriksaan kelayakan kendaraan dan bengkel [4].
Keberadaan terminal dapat meminimalkan risiko kerusakan jalan akibat muatan berlebih, mengurangi
kemacetan di area pelabuhan, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok regional [5][6][7][8]. Dari hasil
wawancara dan observasi pada 8 kabupaten dan 2 kota di NTB, ditetapkan 3 lokasi alternatif
pembangunan terminal barang yaitu Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Lembar), Kota Mataram
(Kecamatan Dasan Cermen), dan Kabupaten Sumbawa (Kecamatan Pototano) berdasarkan kedekatan
dengan pelabuhan utama, aksesibilitas jaringan jalan nasional, dan potensi sebagai pusat distribusi
logistik.

Penelitian terdahulu menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk penentuan
lokasi terminal barang di berbagai wilayah seperti Sampit [9], Sarbagita [10], dan Banyuwangi [11]
dengan fokus pada pola pergerakan dan integrasi intermodal. Integrasi AHP dengan sistem informasi
geografis telah diterapkan di Balikpapan [12] dan Jawa Timur [13] untuk meningkatkan akurasi analisis
spasial dalam pemilihan lokasi logistik. Namun, penelitian di wilayah kepulauan dengan karakteristik
lintas antarmoda seperti NTB masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian
tersebut dengan mengombinasikan AHP dan QGIS untuk menganalisis kriteria penentuan lokasi terminal
barang yang mencakup kinerja jaringan jalan, aksesibilitas spasial, dan aspek ekonomi lahan. Secara
khusus, penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi optimal pembangunan terminal angkutan barang
di Provinsi NTB berdasarkan pembobotan kriteria dari berbagai pemangku kepentingan guna
meningkatkan efisiensi distribusi logistik dan mengurangi dampak kemacetan serta meningkatkan
keselamatan lalu lintas di kawasan pelabuhan utama.

2. Metodologi

Penelitian in1 menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data dikumpulkan lewat survei,
wawancara, dan kuesioner serta informasi dari lembaga berwenang. Dalam penelitian ini, informasi yang
diperoleh mencakup data primer dan data sekunder. Data primer berupa kriteria penentuan lokasi terminal
barang yang dikumpulkan melalui metode observasi, survei, wawancara, dan kuesioner terhadap 24
responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari empat kelompok pemangku
kepentingan (regulator, akademisi, penyedia jasa logistik, dan pengguna). Kriteria yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari tiga kriteria pokok: (1) kinerja jaringan jalan yang diukur melalui rasio volume
per kapasitas (V/C ratio) pada ruas jalan yang melayani lokasi alternatif untuk menilai dampak
pembangunan terminal terhadap kelancaran lalu lintas, (2) aksesibilitas yang dinilai berdasarkan
keterhubungan dengan jaringan jalan nasional, kedekatan dengan simpul transportasi utama seperti
pelabuhan dan jembatan timbang, serta jangkauan waktu tempuh yang dianalisis menggunakan metode
isokron, dan (3) aspek ekonomi lahan yang mencakup harga jual tanah pada setiap lokasi alternatif dengan
mempertimbangkan ketersediaan lahan minimal 3 hektar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
102 Tahun 2018 [14]. Pemilihan ketiga kriteria ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta disesuaikan dengan karakteristik
spesifik Provinsi NTB sebagai wilayah kepulauan dengan permasalahan kemacetan dan keselamatan lalu
lintas di kawasan pelabuhan.

2.1. Analisis Isokron QGIS

Analisis isokron dilakukan menggunakan plugin ORS Tools pada platform QGIS untuk mengukur
jangkauan spasial dan aksesibilitas setiap lokasi alternatif terminal barang [15][16]. Metode ini digunakan
untuk mengukur jarak dan waktu tempuh dari setiap lokasi alternatif menuju simpul-simpul transportasi
strategis serta mengidentifikasi cakupan area layanan terminal dalam radius waktu 30, 60, dan 90 menit.
Hasil analisis menunjukkan bahwa: Alternatif 1 (Lombok Barat - Lembar) berjarak 3,2 km dari Pelabuhan
Lembar dengan waktu tempuh 8 menit, Alternatif 2 (Kota Mataram - Dasan Cermen) berjarak 18,5 km
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Gambar 1. Struktur hierarki AHP [21].

dari Pelabuhan Lembar dengan waktu tempuh 35 menit, dan Alternatif 3 (Sumbawa - Pototano) berjarak
2,8 km dari Pelabuhan Pototano dengan waktu tempuh 7 menit. Analisis isokron juga mengidentifikasi
cakupan area layanan terminal dalam radius 30 menit dengan Alternatif 1 mencakup area terluas sekitar
180 km? yang menjangkau kawasan industri dan pusat distribusi di Pulau Lombok bagian barat,
Alternatif 2 mencakup sekitar 150 km? dengan sebaran merata ke seluruh arah, dan Alternatif 3 mencakup
sekitar 95 km? yang terbatas pada wilayah Sumbawa bagian barat. Hasil jangkauan spasial berbasis waktu
tempuh ini lalu dikonversi menjadi skor aksesibilitas untuk setiap lokasi alternatif sebagai input dalam
matriks perbandingan berpasangan AHP dengan skor tertinggi diberikan pada lokasi dengan cakupan area
terluas dalam waktu tempuh paling efisien terhadap kawasan industri, pelabuhan, dan sentra distribusi
barang.

2.2. Metode Analisis Hierarki Proses (AHP)

Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot prioritas setiap kriteria dan alternatif lokasi
terminal barang melalui perbandingan berpasangan menggunakan skala Saaty 1-9 dengan nilai 1
menunjukkan kedua elemen sama penting dan nilai 9 menunjukkan satu elemen mutlak lebih penting dari
yang lain [21]. Struktur hierarki AHP dalam penelitian ini terdiri dari tiga tingkat: tujuan (penentuan
lokasi terminal barang), kriteria (kinerja jaringan jalan, aksesibilitas, dan aspek ekonomi lahan), serta
alternatif (Lombok Barat, Kota Mataram, dan Sumbawa). Konsistensi penilaian dievaluasi menggunakan
consistency index (CI) dan consistency ratio (CR) dengan rumus berikut:

Cl = (Amaks — n)/(n — 1)dan CR = CI/IR (1)

Nilai CR < 0,1 menunjukkan penilaian yang konsisten dan dapat diterima [17][18][19][20][21].
Elemen-elemen ini disusun dalam sebuah struktur hierarki yang tersusun secara sistematis, sebagaimana
ditunjukkan pada Gambar 1.

Prioritas setiap kriteria dan alternatif ditentukan melalui perbandingan berpasangan (pairwise
comparison) yang kemudian diolah untuk menghasilkan bobot prioritas. Konsistensi penilaian dijaga
melalui perhitungan consistency index (Cl) dan consistency ratio (CR), dimana nilai CR < 0,1
menunjukkan penilaian yang konsisten dan dapat diterima [17][18][19][20][21].

2.3. Analisis Hierarki Proses (AHP) dengan Sofiware Expert Choice 11

Variabel-variabel yang telah ditetapkan dikelompokkan secara sistematis dan diberi peringkat dengan
konsistensi berdasarkan kriteria logis [22]. Dalam penggunaan aplikasi Expert Choice 11, diperlukan
sebuah proses berpikir atau tahapan yang jelas, dimulai dari penetapan kriteria hingga pada akhirnya
memilih atau menentukan prioritas. Dalam penelitian ini, proses pembobotan kriteria dan penilaian
alternatif lokasi melibatkan 24 responden yang terdiri dari empat kelompok pemangku kepentingan yaitu
regulator (Pemerintah Provinsi NTB), akademisi (dosen Universitas Mataram), penyedia jasa (perusahaan
logistik), dan pengguna (pengemudi angkutan barang), dengan masing-masing kelompok berjumlah 6
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orang. Kuesioner AHP yang digunakan terdiri dari dua bagian utama: Perbandingan berpasangan antar
kriteria (aksesibilitas vs V/C ratio, aksesibilitas vs harga tanah, V/C ratio vs harga tanah) dan
perbandingan berpasangan antar alternatif lokasi pada setiap kriteria (Lombok Barat vs Mataram,
Lombok Barat vs Sumbawa, Mataram vs Sumbawa untuk masing-masing kriteria). Responden diminta
memberikan penilaian tingkat kepentingan menggunakan skala 1-9 berdasarkan pemahaman mereka
terhadap kondisi eksisting jaringan jalan, aksesibilitas pelabuhan, serta aspek ekonomi wilayah di
Provinsi NTB. Hasil penilaian dari 24 responden lalu diagregasi menggunakan rata-rata geometrik untuk
menghasilkan matriks perbandingan berpasangan yang merepresentasikan konsensus kelompok
pemangku kepentingan. Setiap responden melakukan perbandingan berpasangan terhadap kriteria dan
alternatif menggunakan skala Saaty 1-9 untuk menghasilkan matriks prioritas. Konsistensi penilaian
dijaga melalui perhitungan consistency index (Cl) dan consistency ratio (CR) dengan batas toleransi CR
< 0,1 untuk memastikan validitas keputusan.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Potensi Pembangunan Terminal Angkutan Barang

Pembangunan terminal angkutan barang berpotensi menjadi solusi utama terhadap permasalahan
kemacetan yang disebabkan oleh aktivitas angkutan barang. Banyak kendaraan angkutan barang yang
melakukan parkir tidak teratur di bahu jalan sekitar pelabuhan untuk menunggu waktu bongkar muat dan
antrian penyeberangan seperti pada Gambar 2.

Analisis potensi pembangunan terminal angkutan barang di NTB dilakukan melalui pemetaan isokron
untuk menilai jangkauan spasial dan aksesibilitas wilayah. Pemetaan ini menggunakan QGIS dengan
plugin ORS Tools untuk memvisualisasikan area yang dapat dijangkau dalam radius waktu tertentu dari

Gambar 2. Antrean truk angkutan barang tujuan Pelabuhan Lembar yang menyebabkan kemacetan di ruas jalan Provinsi NTB.

l PETA DESA PILOT PROJECT PENANGGULANGAN DI NUSA BARAT TAHUN 2019 ‘
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Gambar 3. Peta overview NTB dengan 3 titik lokasi alternatif.
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titik lokasi alternatif yang telah ditetapkan melalui wawancara dan observasi dengan pemangku
kepentingan di 8 kabupaten dan 2 kota di Provinsi NTB. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi
tersebut, ditetapkan tiga lokasi alternatif yang menjadi kandidat pembangunan terminal barang yaitu
Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Lembar), Kota Mataram (Kecamatan Dasan Cermen), dan
Kabupaten Sumbawa (Kecamatan Pototano). Penentuan ketiga lokasi ini didasarkan pada kriteria
kedekatan dengan pelabuhan utama, aksesibilitas terhadap jaringan jalan nasional, serta potensi sebagai
pusat distribusi logistik regional. Posisi strategis ketiga lokasi alternatif dalam konteks geografis Provinsi
NTB ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3 memperlihatkan posisi strategis ketiga lokasi alternatif dalam sistem transportasi dan
logistik Provinsi NTB yang mencakup keseluruhan wilayah provinsi. Alternatif 1 (Lombok Barat-
Lembar) terletak di wilayah barat Pulau Lombok dengan akses langsung ke Pelabuhan Lembar sebagai
pintu masuk utama barang dari Bali dan Jawa Timur. Alternatif 2 (Kota Mataram-Dasan Cermen) berada
di pusat aktivitas ekonomi Pulau Lombok dengan keterhubungan optimal ke seluruh wilayah melalui
jaringan jalan nasional. Alternatif 3 (Sumbawa-Pototano) berlokasi di Pulau Sumbawa dengan akses ke
Pelabuhan Pototano yang melayani distribusi barang menuju Nusa Tenggara Timur. Pemetaan ini
memberikan gambaran komprehensif mengenai peran strategis setiap alternatif dalam mendukung
kelancaran distribusi logistik regional dan nasional. Hasil visualisasi isokron untuk mengukur jangkauan
waktu tempuh dari masing-masing lokasi alternatif ditunjukkan pada Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar
6 berikut.
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Gambar 5. Peta isokron Alternatif 2.
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Gambar 1. Peta isokron Alternatif 3.

Berdasarkan Gambar 4 hingga Gambar 6, terlihat bahwa ketiga titik lokasi alternatif memiliki
keterhubungan langsung dengan jalan nasional serta kedekatan dengan simpul transportasi lainnya seperti
pelabuhan dan jembatan timbang. Pemilihan lahan tersebut juga didasari oleh kondisi topografi yang
mendukung pembangunan terminal barang. Berdasarkan data bongkar muat barang dalam negeri di
seluruh pelabuhan di NTB tahun 2024 yang mencapai 4.266.114 ton, menunjukkan volume pergerakan
barang yang tinggi dan memerlukan dukungan infrastruktur terminal barang yang memadai untuk
mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di kawasan Pelabuhan [1].

Ditinjau dari aspek perencanaan spasial dan ekonomi wilayah, tren peningkatan volume bongkar
muat barang di seluruh pelabuhan NTB periode 2020-2024 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
Volume bongkaran mengalami pertumbuhan rata-rata 3,5% per tahun dari 2.992.166 ton pada tahun 2020
menjadi 3.429.895 ton pada tahun 2024, sementara volume muatan mengalami penurunan rata-rata 3,7%
per tahun dari 971.267 ton pada tahun 2020 menjadi 836.219 ton pada tahun 2024 [1]. Fluktuasi volume
tertinggi terjadi pada periode Oktober-November yang mencapai 300.000-400.000 ton per bulan,
mengindikasikan pola musiman terkait aktivitas panen dan distribusi komoditas pertanian. Kegiatan
ekspor dan impor barang langsung dari luar negeri terpusat di Pelabuhan Lembar, Badas, Calabai,
Pemenang, dan Benette. Peningkatan volume pergerakan barang yang konsisten ini memperkuat urgensi
penyediaan infrastruktur terminal barang yang mampu menampung aktivitas konsolidasi logistik,
mengurangi beban kemacetan di kawasan pelabuhan, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok regional.
Kondisi ini menggarisbawahi bahwa pembangunan terminal angkutan barang di NTB memiliki potensi
dan peluang yang sangat baik serta strategis, yang harus dirancang secara matang dengan
mempertimbangkan aspek aksesibilitas, kinerja jaringan jalan, dan efisiensi ekonomi lahan.

3.2. Kriteria Penentuan Lokasi Terminal Barang

Dalam menentukan lokasi terminal barang diperoleh beberapa kriteria sebagai indikator penentuan
alternatif lokasi. Penentuan kriteria dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menetapkan berbagai pertimbangan
dalam penentuan lokasi terminal barang. Berdasarkan kondisi spesifik Provinsi NTB sebagai wilayah
kepulauan dengan karakteristik lintas antarmoda dan mempertimbangkan masalah kemacetan serta
keselamatan lalu lintas di kawasan pelabuhan, dipilih 3 kriteria utama yang paling relevan yaitu: (1)
kinerja jaringan jalan yang diukur melalui V/C ratio untuk menilai dampak terminal terhadap kelancaran
lalu lintas, (2) aksesibilitas untuk menilai keterhubungan dengan simpul transportasi dan jangkauan
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Tabel 1. Kinerja jaringan jalan di Provinsi NTB 2024 [1].

No. Jaringan Jalan Yang Melayani V/C Rasio LoS
Bts. Kota Gerung - Lembar 0,53 C
Dasan Cermen - Rumak 0,52 C
3 PL. Pototano - Simpang Negara 0,09 A

pelayanan, dan (3) aspek ekonomi lahan yang mencakup harga jual tanah untuk mempertimbangkan
efisiensi investasi pembangunan. Masing-masing kriteria tersebut dibentuk struktur hierarki AHP seperti
pada Gambar 7 berikut.

3.2.1. Kinerja Jaringan Jalan (V/C Ratio)

V/C ratio merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar volume kendaraan yang melintasi
suatu ruas jalan dibandingkan dengan kapasitas maksimal jalan tersebut. Evaluasi kinerja jaringan jalan
menjadi salah satu kriteria penting dalam penentuan lokasi terminal barang karena pembangunan terminal
akan menghasilkan tambahan pergerakan kendaraan dari aktivitas bongkar muat, perpindahan antarmoda,
dan konsolidasi logistik. Dalam studi ini, perhitungan V/C ratio hanya dilakukan pada ruas-ruas jalan
yang termasuk dalam lokasi alternatif penentuan terminal barang di NTB. Penilaian kinerja dilakukan
pada ruas-ruas jalan yang melayani akses langsung menuju lokasi alternatif terminal, yaitu: Ruas batas
Kota Gerung-Lembar untuk Alternatif 1 (Lombok Barat), ruas Dasan Cermen-Rumak untuk Alternatif 2
(Kota Mataram), dan Ruas Pelabuhan Pototano-Simpang Negara untuk Alternatif 3 (Sumbawa).

Posisi geografis ketiga ruas jalan strategis yang menjadi akses utama menuju lokasi alternatif terminal
barang dalam konteks jaringan jalan provinsi. Visualisasi spasial ini menunjukkan keterkaitan antara
lokasi alternatif dengan infrastruktur jalan eksisting yang akan menampung pergerakan kendaraan
angkutan barang dari dan menuju terminal. Data kinerja jaringan jalan pada ketiga ruas tersebut disajikan
pada Tabel 1 berikut.

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa ruas Jalan Batas Kota Gerung-Lembar
dan Dasan Cermen-Rumak diklasifikasikan dalam kategori C dengan V/C ratio masing-masing 0,53 dan
0,52. Hal in1 mengindikasikan bahwa arus lalu lintas pada ruas tersebut masih tergolong stabil, namun
terdapat kecenderungan peningkatan volume kendaraan pada jam-jam tertentu yang menyebabkan
pergerakan kendaraan menjadi tidak sepenuhnya lancar. Sementara itu, ruas Jalan Pelabuhan Pototano-
Simpang Negara berada pada kategori A dengan V/C ratio 0,09, yang menunjukkan bahwa tingkat
pelayanan jalan tersebut sangat baik dengan kondisi lalu lintas yang lancar serta tingkat kepadatan
kendaraan yang rendah. Pemilihan lokasi dengan V/C ratio yang lebih rendah menunjukkan kapasitas
jalan yang memadai untuk menampung tambahan aktivitas terminal tanpa menimbulkan kemacetan baru,

PENENTUAN TITIK LOKASI TERMINAL ANGKUTAN BARANG

AKSESIBILITAS HARGA JUAL TANAH

PELABUHAN LEMBAR DASAN CERMEN PELABUHAN POTOTANO

Gambar 7. Struktur hierarki AHP.
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sejalan dengan tujuan pembangunan terminal untuk mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi akibat
parkir kendaraan barang di bahu jalan sekitar pelabuhan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Hasil
penilaian AHP menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan memberikan prioritas lebih tinggi pada
lokasi dengan kinerja jalan kategori A dan C yang masih memiliki kapasitas tersisa dibandingkan lokasi
dengan kinerja jalan yang sudah mendekati kapasitas maksimal.

3.2.2. Aksesibilitas

Dalam hal ini, keterhubungan lokasi dengan jaringan jalan utama seperti jalan nasional, jalan provinsi,
serta kedekatannya dengan simpul-simpul pergerakan penting seperti pelabuhan, kawasan industri,
maupun pusat distribusi regional dinilai sudah cukup memadai. Berikut ini ditampilkan peta lokasi
alternatif terminal barang beserta jaringan aksesibilitas dan simpul pergerakan di sekitarnya yang dapat
dilihat pada Gambar 8, Gambar 9, dan Gambar 10.
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Gambar 9. Titik lokasi dan aksesibilitas Alternatif 2.
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Gambar 10. Titik lokasi dan aksesibilitas Alternatif 3.

Pemetaan aksesibilitas pada Gambar 8, 9, dan 10 memperlihatkan analisis komprehensif yang
mencakup jangkauan isokron, jaringan jalan nasional, posisi pelabuhan, dan simpul transportasi strategis
di sekitar setiap lokasi alternatif. Visualisasi spasial ini menunjukkan bahwa Alternatif 1 (Lombok Barat-
Lembar) memiliki jangkauan aksesibilitas paling luas dalam radius 30 menit, mencakup kawasan
Pelabuhan Lembar, pusat Kota Mataram, dan kawasan industri di sepanjang koridor jalan nasional.
Kedekatan dengan Pelabuhan Lembar (3,2 km dengan waktu tempuh 8 menit) menjadikan lokasi ini
sangat strategis sebagai simpul distribusi utama untuk barang yang masuk dari Bali dan Jawa Timur.
Alternatif 2 (Kota Mataram-Dasan Cermen) menunjukkan keseimbangan aksesibilitas ke seluruh arah
dengan cakupan merata terhadap kawasan permukiman, komersial, dan zona produksi di Pulau Lombok,
meskipun berjarak lebih jauh dari Pelabuhan Lembar (18,5 km dengan waktu tempuh 35 menit).
Sementara itu, Alternatif 3 (Sumbawa-Pototano) memiliki aksesibilitas terbatas dalam konteks regional
Pulau Lombok, tetapi sangat strategis untuk melayani distribusi barang ke arah timur menuju Nusa
Tenggara Timur melalui Pelabuhan Pototano (2,8 km dengan waktu tempuh 7 menit). Hasil analisis
aksesibilitas ini kemudian dikuantifikasi menjadi skor penilaian untuk setiap lokasi alternatif berdasarkan
luas cakupan layanan terhadap kawasan industri, pelabuhan, dan sentra distribusi barang dalam radius
waktu 30, 60, dan 90 menit. Skor aksesibilitas tertinggi diberikan pada lokasi dengan cakupan area terluas
dalam waktu tempuh paling efisien, yang selanjutnya menjadi input dalam matriks perbandingan
berpasangan AHP untuk menentukan prioritas lokasi terminal barang.

3.2.3. Harga Jual Tanah

Berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 102 Tahun 2018 disebutkan bahwa
lahan minimal yang diperlukan untuk pembangunan terminal barang adalah sebesar 3 hektar [14]. Pada
kajian ini, seluruh lokasi alternatif yang telah ditetapkan di wilayah NTB telah memenuhi syarat minimum
tersebut dari segi luasan lahan. Aspek ekonomi lahan menjadi salah satu pertimbangan dalam analisis
kelayakan investasi pembangunan terminal barang, dimana harga jual tanah pada setiap lokasi alternatif
bervariasi sesuai dengan posisi geografis dan tingkat perkembangan wilayah. Data harga jual tanah pada
lokasi Alternatif 1 (Lombok Barat) berkisar 100-150 juta rupiah per are, Alternatif 2 (Kota Mataram)
berkisar 1-2 juta rupiah per meter persegi, dan Alternatif 3 (Sumbawa) berkisar 200-500 ribu rupiah per
meter persegi. Perbedaan harga tanah ini mencerminkan tingkat aksesibilitas dan intensitas aktivitas
ekonomi pada masing-masing lokasi, dimana wilayah dengan konektivitas lebih baik cenderung memiliki
nilai lahan yang lebih tinggi.

3.2.4. Penentuan Lokasi Terminal Angkutan Barang

Dari hasil survey yang dilakukan menggunakan purposive sampling, diperoleh total 24 (dua puluh
empat) responden yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yaitu regulator (Pemerintah Provinsi
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Gambar 11. Persentase pendidikan. Gambar 12. Persentase masa kerja.

NTB), akademisi (dosen Universitas Mataram), penyedia (perusahaan logistik), dan Pengguna,
dengan masing-masing kelompok terdiri atas 6 (enam) orang. Apabila dilihat dari jenjang pendidikan
yang melakukan pengisian kuesioner AHP. Data terbesar yang diperoleh jatuh pada tingkat Pendidikan
jenjang S2 sebesar 33%. Selain dari komponen Pendidikan juga disediakan Gambar 11 berupa pie chart
masa kerja sebagai berikut.

Apabila dilihat dari masa kerja responden yang mengisi kuesioner AHP, diketahui bahwa persentase
tertinggi diperoleh pada masa kerja lebih dari 25 tahun. Keseluruhan masa kerja responden dapat lihat
pada Gambar 12.

Penentuan lokasi terminal barang pada penelitian ini menggunakan kriteria tersebut sebagai dasar
pengambilan keputusan dan dilanjutkan dengan pemberian bobot pada setiap kriteria. Bobot kriteria
diperoleh dari hasil kuesioner yang disi oleh responden kemudian diolah menggunakan software Expert
Choice 11. Berdasarkan hasil data yang dioleh untuk menentukan pemilihan lokasi terbaik, kriteria
aksesisbilitas mempunyai bobot kepentingan tertinggi dibandingkan dengan kriteria lainnya dengan nilai
53%, untuk kriteria V/C Ratio mendapatkan bobot kepentingan sebesar 33%, dan bobot kepentingan
terendah yaitu pada kriteria harga jual tanah dengan nilai 14%.

3.3. Penentuan Lokasi Terminal Angkutan Barang

Penentuan lokasi optimal terminal angkutan barang di Provinsi NTB dilakukan melalui analisis
pembobotan multikriteria menggunakan metode AHP dengan melibatkan 24 responden dari empat
kelompok pemangku kepentingan yang terdiri dari regulator, akademisi, penyedia jasa logistik, dan
pengguna angkutan barang. Proses analisis diawali dengan perbandingan berpasangan antar kriteria untuk
menentukan bobot prioritas masing-masing kriteria, lalu dilanjutkan dengan penilaian kinerja setiap
alternatif lokasi terhadap setiap kriteria. Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan
menunjukkan bahwa proporsi terbesar berada pada jenjang pendidikan magister (S2) sebesar 33%,
sedangkan berdasarkan masa kerja, persentase tertinggi diperoleh pada masa kerja lebih dari 25 tahun.
Komposisi responden dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai tersebut
mendukung bahwa penilaian yang diberikan dalam kuesioner AHP didasarkan pada pemahaman
mendalam terhadap sistem transportasi dan logistik di Provinsi NTB. Hasil agregasi penilaian responden
menunjukkan hierarki prioritas kriteria yang konsisten antar kelompok stakeholder, sebagaimana
disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Matriks perbandingan berpasangan kriteria (hasil agregat).

Kriteria Aksesibilitas V/C Rasio Harga Jual Tanah Bobot Prioritas
Aksesibilitas 1,00 1,61 3,79 0,53
V/C Rasio 0,62 1,00 2,36 0,33
Harga jual tanah 0,26 0,42 1,00 0,14
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Tabel 2 menyajikan hasil matriks perbandingan berpasangan antar kriteria yang diagregasi dari 24
responden menggunakan metode rata-rata geometrik. Kriteria aksesibilitas memiliki bobot prioritas
tertinggi sebesar 0,53 atau 53%, diikuti oleh V/C rasio sebesar 0,33 atau 33%, dan harga jual tanah sebesar
0,14 atau 14%. Dominasi kriteria aksesibilitas menunjukkan bahwa aspek keterhubungan spasial dan
jangkauan pelayanan dipandang sebagai faktor paling krusial dalam menentukan lokasi terminal barang.
Hal ini sejalan dengan fungsi utama terminal sebagai simpul distribusi yang harus mudah dijangkau dari
pelabuhan sebagai pintu masuk barang, kawasan industri sebagai sumber atau tujuan barang, serta pusat-
pusat ekonomi regional sebagai pasar distribusi. Kriteria V/C rasio menempati prioritas kedua dengan
bobot 33%, mengindikasikan pentingnya ketersediaan kapasitas jalan untuk menampung tambahan
pergerakan kendaraan dari aktivitas terminal tanpa menimbulkan kemacetan baru. Sementara itu, kriteria
harga jual tanah memiliki bobot terendah (14%), yang menunjukkan bahwa efisiensi lokasi dari segi biaya
investasi lahan kurang menjadi prioritas utama dibandingkan aspek fungsional dan operasional terminal.
Nilai consistency ratio (CR) sebesar 0,02 atau 2% berada di bawah ambang batas toleransi 0,1,
menunjukkan bahwa penilaian responden sangat konsisten dan hasil pembobotan dapat diandalkan
sebagai dasar pengambilan keputusan.

Konsistensi penilaian antar kelompok stakeholder terhadap bobot kriteria ditunjukkan pada Tabel 3
berikut. Seluruh kelompok stakeholder memberikan prioritas tertinggi pada kriteria aksesibilitas dengan
rentang bobot 0,48-0,58, yang menunjukkan kesepakatan lintas pemangku kepentingan bahwa lokasi
terminal harus strategis dan mudah diakses. Kelompok akademisi memberikan bobot tertinggi pada
aksesibilitas (0,58) dengan pertimbangan teoretis mengenai efisiensi sistem logistik, sementara kelompok
pengguna (pengemudi angkutan barang) memberikan perhatian lebih besar pada V/C rasio (0,37) yang
berkaitan langsung dengan kelancaran operasional kendaraan mereka. Nilai CR untuk semua kelompok
stakeholder berada di bawah 0,1, menunjukkan konsistensi penilaian yang baik dari masing-masing
kelompok.

Tabel 3 memperlihatkan konsistensi penilaian antar kelompok pemangku kepentingan terhadap bobot
kriteria. Seluruh kelompok stakeholder memberikan prioritas tertinggi pada kriteria aksesibilitas dengan
rentang 0,48-0,58, yang menunjukkan kesepakatan bahwa keterhubungan dengan simpul transportasi dan
jangkauan pelayanan merupakan faktor paling kritis dalam menentukan lokasi terminal barang.
Kelompok akademisi memberikan bobot tertinggi pada aksesibilitas (0,58), sementara kelompok
pengguna memberikan perhatian lebih besar pada V/C rasio (0,37) yang berkaitan dengan kelancaran
operasional kendaraan angkutan barang. Nilai CR untuk semua kelompok stakeholder berada di bawah
0,1, menunjukkan konsistensi penilaian yang baik. Setelah bobot kriteria ditetapkan, langkah selanjutnya
adalah mengevaluasi kinerja setiap alternatif lokasi terhadap masing-masing kriteria melalui proses
perbandingan berpasangan. Hasil pembobotan alternatif berdasarkan masing-masing kriteria dan nilai
prioritas global disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 3. Bobot kriteria berdasarkan kelompok stakeholder.

Kelompok Stakeholder Aksesibilitas V/C Rasio Harga Jual Tanah CR
Regulator 0,55 0,32 0,13 0,02
Akademisi 0,58 0,28 0,14 0,01
Penyedia jasa 0,50 0,35 0,15 0,03
Pengguna 0,48 0,37 0,15 0,02
Rata-rata 0,53 0,33 0,14 0,02

Tabel 4. Hasil pembobotan alternatif lokasi berdasarkan setiap kriteria.

Lokasi Alternatif Aksesibilitas V/C Rasio Harga Jual Tanah Nilai Akhir
Lombok Barat 0,45 0,38 0,32 0,40
Kota Mataram 0,35 0,35 0,28 0,34
Sumbawa 0,20 0,27 0,40 0,26
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Berdasarkan Tabel 4, Kabupaten Lombok Barat memperoleh nilai akhir tertinggi sebesar 0,40 atau
40%, diikuti oleh Kota Mataram dengan nilai 0,34 atau 34%, dan Kabupaten Sumbawa dengan nilai 0,26
atau 26%. Keunggulan Lombok Barat terutama didukung oleh skor aksesibilitas yang superior (0,45),
yang disebabkan oleh kedekatan lokasi dengan Pelabuhan Lembar sebagai pintu masuk utama distribusi
barang dari Bali dan Jawa Timur, serta konektivitas langsung dengan jaringan jalan nasional yang
memfasilitasi pergerakan barang ke seluruh wilayah Pulau Lombok.

Analisis mendalam terhadap setiap alternatif lokasi menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam
konteks ketiga kriteria yang digunakan. Alternatif 1 (Lombok Barat) unggul pada kriteria aksesibilitas
dengan skor 0,45 karena jarak hanya 3,2 km dari Pelabuhan Lembar dengan waktu tempuh 8 menit, serta
cakupan area layanan terluas dalam radius 30 menit yang mencakup kawasan pelabuhan, pusat kota, dan
zona industri. Pada kriteria V/C rasio, lokasi ini memperoleh skor 0,38 dengan kondisi ruas jalan Batas
Kota Gerung-Lembar yang memiliki V/C rasio 0,53 (level of service C), menunjukkan kapasitas jalan
yang masih memadai untuk menampung tambahan aktivitas terminal. Sementara dari aspek ekonomi
lahan, Lombok Barat mendapat skor 0,32 dengan harga tanah berkisar 100-150 juta rupiah per are.

Alternatif 2 (Kota Mataram) menunjukkan keseimbangan pada seluruh kriteria dengan nilai akhir
34%. Lokasi ini memiliki skor aksesibilitas 0,35 meskipun berjarak lebih jauh dari Pelabuhan Lembar
(18,5 km dengan waktu tempuh 35 menit), namun memberikan cakupan merata ke seluruh arah Pulau
Lombok sebagai pusat aktivitas ekonomi regional. Kinerja V/C rasio lokasi ini sebesar 0,35 dengan ruas
Dasan Cermen-Rumak yang memiliki V/C rasio 0,52 (level of service C), sedangkan skor ekonomi lahan
sebesar 0,28 dengan harga tanah 1-2 juta rupiah per meter persegi.

Alternatif 3 (Sumbawa) memperoleh nilai terendah 26 meskipun memiliki keunggulan pada aspek
tertentu. Skor aksesibilitas hanya 0,20 karena jangkauan layanan yang terbatas dalam konteks regional
Pulau Lombok, meskipun sangat strategis untuk distribusi ke arah timur menuju Nusa Tenggara Timur
dengan jarak 2,8 km dari Pelabuhan Pototano (waktu tempuh 7 menit). Lokasi ini unggul pada kriteria
V/C rasio dengan skor 0,27 dan kondisi ruas Pelabuhan Pototano-Simpang Negara yang memiliki
V/C rasio sangat baik (0,09 dengan level of service A). Keunggulan terbesar terletak pada aspek ekonomi
lahan dengan skor tertinggi 0,40 dan harga tanah paling terjangkau yaitu 200-500 ribu rupiah per meter
persegi. Hasil akhir penentuan lokasi terminal barang menggunakan software Expert Choice 11
divisualisasikan pada Gambar 13 berikut.

Berdasarkan perhitungan 24 kuesioner AHP yang terdiri dari 4 stakeholder menggunakan software
Expert Choice dan dilanjutkan uji validitas menggunakan perhitungan Excel, dalam menentukan titik
lokasi terminal angkutan barang didapatkan hasil yaitu daerah Lombok Barat menjadi titik lokasi yang
tepat dengan nilai prioritas sebesar 40%. Adapun 3 kriteria yang terikat dalam penentuan titik lokasi
alternatif tersebut berupa aksesibilitas, V/C rasio, dan harga jual tanah. Daerah yang terpilih menjadi titik

= Combined: Dynamic Sensitivity for nodes below -- Goal: Pemilihan Titik Lokasi Terminal Angkutan Barang

File Options Window
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Gambar 13. Hasil analisis menggunakan software Expert Choice 11.
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lokasi mendapatkan hasil persentase prioritas kriteria paling besar pada segi aksesibilitas, dilanjutkan
dengan V/C rasio, dan terakhir yaitu harga jual tanah.

3.4. Validasi Konsistensi Metode AHP

Pada tahap akhir analisis AHP, dilakukan evaluasi konsistensi penilaian melalui penghitungan
consistency index (Cl) dan consistency ratio (CR). Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan
bahwa penilaian yang diberikan oleh responden bersifat logis dan konsisten. Perhitungan CI
menggunakan rumus CI = (Amaks - n)/(n - 1), dimana Amaks merupakan nilai eigen maksimum dari
matriks perbandingan dan n adalah jumlah elemen yang dibandingkan [17][18][19][20][21]. Berdasarkan
hasil perhitungan CI menunjukkan nilai 0,001 untuk lokasi Alternatif 1; 0,003 untuk Alternatif 2; dan
0,01 untuk Alternatif 3, sehingga dapat diketahui bahwa nilai yang diperoleh masih berada dalam batas
toleransi konsistensi.

Selanjutnya perhitungan consistency ratio dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi logis dari
penilaian yang telah diberikan. Nilai CR diperoleh dengan membagi CI dengan random index (RI) yang
sesuai dengan jumlah elemen matriks. Adapun syarat agar hasil perhitungan dinyatakan konsisten adalah
apabilanilai CR <0,1 [17][18][19][20][21]. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai CR Alternatif 1 sebesar
0,001; Alternatif 2 sebesar 0,006; dan Alternatif 3 sebesar 0,02. Seluruh nilai CR yang diperoleh berada
di bawah batas toleransi 0,1, menunjukkan bahwa penilaian responden sangat konsisten dan hasil
pembobotan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tingkat konsistensi yang sangat
baik ini mengindikasikan bahwa responden memiliki pemahaman yang jelas terhadap kriteria dan
alternatif yang dinilai, serta memberikan penilaian yang logis berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

3.5. Integrasi Metode AHP dan QGIS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi metode AHP dan QGIS memberikan pendekatan yang
komprehensif dan saling melengkapi dalam penentuan lokasi terminal barang. Metode AHP memfasilitasi
pembobotan multikriteria berdasarkan persepsi dan kepentingan berbagai kelompok stakeholder yang
terlibat dalam sistem angkutan barang, sementara QGIS menyediakan analisis spasial kuantitatif melalui
pemetaan isokron yang memperkuat validitas penilaian aksesibilitas. Integrasi kedua metode ini
menghasilkan keputusan yang tidak hanya berbasis preferensi subjektif, tetapi juga didukung oleh data
geografis dan kondisi infrastruktur aktual di lapangan.

Analisis isokron menggunakan QGIS dengan plugin ORS Tools menghasilkan data jangkauan waktu
tempuh dari setiap lokasi alternatif yang kemudian dikuantifikasi menjadi skor aksesibilitas untuk input
dalam matriks perbandingan berpasangan AHP. Visualisasi spasial melalui QGIS memungkinkan
identifikasi cakupan area layanan terminal dalam radius waktu 30, 60, dan 90 menit, yang menjadi dasar
penilaian kriteria aksesibilitas dengan bobot tertinggi (53%). Pendekatan ini tidak hanya memberikan
keputusan berbasis preferensi subjektif pemangku kepentingan melalui AHP, tetapi juga didukung oleh
data geografis aktual dan analisis jangkauan spasial objektif melalui QGIS. Kombinasi kedua metode
menghasilkan rekomendasi lokasi yang tidak hanya mempertimbangkan persepsi stakeholder, tetapi juga
tervalidasi oleh kondisi infrastruktur dan karakteristik geografis wilayah secara nyata. Penggunaan Expert
Choice 11 dalam penelitian ini mempermudah proses perhitungan matriks perbandingan berpasangan dan
pengujian konsistensi, sehingga menghasilkan pembobotan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan
secara metodologis.

3.6. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini selaras dengan beberapa studi terdahulu yang
mengkaji penentuan lokasi terminal barang dan pemanfaatan teknologi spasial dalam perencanaan
wilayah. Misalnya, penelitian oleh Pranajaya di Kabupaten Malang menggunakan metode AHP untuk
menentukan lokasi terminal barang berdasarkan pembobotan kriteria yang sama dengan perhitungan
manual [22]. Selain itu, penelitian oleh Rikalovic et al. di wilayah Sarbagita menunjukkan penggunaan
metode AHP berdasarkan pembobotan yang lebih banyak dengan bantuan perangkat lunak Expert Choice
dalam pemilihan lokasi terminal [23]. Penelitian mereka menekankan pentingnya konsistensi data dan
bobot prioritas dalam proses pengambilan keputusan.
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Berbeda dengan pendekatan AHP, penelitian di Kabupaten Banyuwangi menggunakan metode
composite performance index (CPI) untuk menentukan titik lokasi terminal barang [24]. Meskipun
menggunakan metode yang berbeda, fokus analisis mereka tetap relevan dengan kriteria yang digunakan
dalam penelitian ini. Selanjutnya dari sisi pemanfaatan teknologi spasial, penelitian lain memperkuat
validitas penggunaan analisis dalam sistem zonasi dan aksesibilitas spasial. Ini memberikan dukungan
bahwa pendekatan QGIS yang digunakan memang tepat dan sudah terbukti berhasil dalam konteks
pemetaan zonasi strategis, meskipun objek kajiannya berbeda [25][26][27][28][29][30].

Sehingga, secara keseluruhan penelitian ini dapat dikatakan berhasil menggabungkan keunggulan
dari beberapa metode dan pendekatan yang telah digunakan dalam studi-studi sebelumnya, dengan
mengombinasikan analisis QGIS isochrone dan AHP menggunakan software Expert Choice. Pendekatan
ini memberikan hasil yang lebih komprehensif dalam menentukan lokasi terminal barang yang strategis
di Provinsi NTB. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya konsisten dengan penelitian
sebelumnya dalam hal pendekatan analisis dan kriteria, tetapi juga menambahkan konteks baru terkait
karakteristik kepulauan dan jalur distribusi antar pulau di NTB, yang belum banyak dibahas dalam studi
sebelumnya [31][32][33][34].

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Lembar) merupakan
lokasi optimal untuk pembangunan terminal angkutan barang di Provinsi NTB dengan nilai prioritas 40%.
Pemilihan lokasi ini didasarkan pada analisis tiga kriteria utama: Aksesibilitas (bobot 53%), kinerja
jaringan jalan (bobot 33%), dan harga tanah (bobot 14%). Aksesibilitas menjadi faktor dominan yang
ditentukan oleh kedekatan dengan Pelabuhan Lembar sebagai pintu masuk utama barang dari Bali dan
konektivitas langsung dengan jalan nasional. Pembangunan terminal di lokasi ini diharapkan dapat
mengurangi kemacetan di sekitar pelabuhan Lembar dan meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan
menyediakan fasilitas bongkar muat, perpindahan antarmoda, dan konsolidasi logistik yang memadai.
Validitas hasil analisis diperkuat melalui pengujian consistency ratio (CR), yang menunjukkan bahwa
seluruh nilai CR berada di bawah ambang batas 0,1. Hal ini menandakan bahwa penilaian responden
bersifat konsisten, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan sebagai dasar yang andal dalam penentuan
lokasi pembangunan terminal angkutan barang di Provinsi NTB. Adapun penelitian ini memiliki beberapa
keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. Pendekatan AHP yang digunakan sangat
bergantung pada persepsi dan penilaian subjektif responden, meskipun tingkat konsistensinya telah
memenuhi kriteria yang direkomendasikan oleh Thomas L. Saaty. Jumlah responden yang terbatas dan
menggunakan teknik purposive sampling menyebabkan hasil lebih merepresentasikan pandangan pakar
dibandingkan pengguna jalan secara luas. Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk
mengintegrasikan model simulasi lalu lintas dan analisis biaya-manfaat guna mengukur dampak
operasional dan kelayakan ekonomi terminal secara lebih kuantitatif. Pengembangan metodologi juga
dapat dilakukan dengan mengombinasikan AHP dengan pendekatan seperti Fuzzy AHP atau optimasi
spasial untuk meningkatkan ketepatan hasil.
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